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NO

AKTIVITAS

PELAKSANA

MUTU BAKU

KAKANWIL

KADIV

YANKUMHAM

KABID HAM

PEMPROV

PEMDA
KAB/KOTA

PERSYARATAN/
PERLENGKAPAN

WAKTU

OUTPUT

KET

Memerintahkan Kadiv
yankum untuk
melaksanakan
telaahan produk
hukum daerah

C )

DIPA dan TOR

10 menit

Disposisi

Meneruskan disposisi
Kakanwil tentang

pelaksanaan telaahan
produk hukum daerah

DIPA dan TOR

10 menit

Disposisi

Mengajukan surat
koordinasi dengan
Pemprov terkait
pelaksanaan telaahan
produk hukum daerah

A 4

Disposisi surat

1 hari

Konsep surat
koordinasi

Menyetujui surat
koordinasi pelaksana
an telaahan produk
hukum daerah

v

A

Konsep surat
koordinasi

1 hari

Konsep surat
koordinasi

Menyetujui surat
koordinasi pelaksana
an telaahan produk
hukum daerah

Konsep Surat
Koordinasi

1 hari

Surat Koordinasi

Meneruskan surat
pelaksanaan telaahan
produk hukum daerah
ke Pemda Kab/Kota

v

Surat Koordinasi

1 hari

Disposisi dan
surat koordinasi

Menerima surat ko-
ordinasi dan mem-
berikan rekapitulasi
produk-produk hukum
Daerah kepada Ka.
Kanwil Kemenkum-
ham

Disposisi dan surat
koordinasi

1hari

Rekapitulasi
produk hukum




PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS KADIV PEMDA PERSYARATAN/ KET
KAKANWIL YANKUMHAM KABID HAM PEMPROV KAB/KOTA PERLENGKAPAN WAKTU OUTPUT

6. Menerima dan Surat koordinasi 1 hari Disposisi
meneruskan rekapi A 4 Rekapitulasi produk
tulasi produk hukum hukum
daerah kepada Kadiv
Yankumham

5. Memerintahkan Rekapitulasi produk 1 hari Inventaris produk
pelaksanaan rapat v hukum hukum
penelaahan produk-
produk hukum
Daerah

6. Melaksanakan rapat Inventaris produk 60 hari Produk hukum
penelaahan produk- A hukum yang bernuansa
produk hukum HAM
Daerah

7. Menyampaikan Rekapitulasi produk 1 hari Produk hukum
rekomendasi terkait hukum yang belum
produk hukum daerah > bernuansa HAM
yang belum
berperspektif HAM




